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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendampingan hukum dalam meningkatkan legalitas usaha 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan studi kasus pada UMKM Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka yang berkaitan dengan pendampingan hukum dan legalitas usaha UMKM. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku 

UMKM terhadap perizinan usaha dan perlindungan merek dagang, serta mendorong pemenuhan legalitas usaha secara 

lebih efektif. Kepemilikan legalitas usaha memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, serta 

membuka akses terhadap pasar formal dan program pemberdayaan pemerintah. Dengan demikian, pendampingan 

hukum yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing 

UMKM. 

Kata kunci: UMKM, Pendampingan Hukum, Izin Usaha, Merek Dagang, Legalitas Usaha 

Abstract: This study aims to analyze the role of legal assistance in improving business 

legality among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), using a case study of 

Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2 MSME. The research employs a qualitative approach 

with a case study method. Data were collected through observation, documentation, and 

literature review related to legal assistance and MSME business legality. The results 

indicate that legal assistance plays a significant role in enhancing MSME actors’ 

understanding of business licensing and trademark protection, as well as encouraging 

more effective fulfillment of business legality. Business legality provides legal certainty, 

increases business credibility, and expands access to formal markets and government 

empowerment programs. Therefore, practical and sustainable legal assistance is a key 

factor in supporting the sustainability and competitiveness of MSMEs. 

Kata kunci: MSMEs, Legal Assistance, Business Licenses, Trademarks, Business 

Legality 

 
 

 
 

Pendahuluan 

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam 

mendukung perekonomian negara, terutama dalam hal menyediakan tenaga kerja, 

distribusi pendapatan yang lebih merata, dan memperkuat perekonomian lokal. 

Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, tetapi 

juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, di tengah peran 

strategis tersebut, masih banyak UMKM yang menghadapi berbagai tantangan struktural, 
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salah satunya berkaitan dengan aspek hukum dan legalitas usaha (Jaman, 2024; Indrawati 

& Rachmawati, 2025). 

Legalitas usaha merupakan pondasi penting dalam menjalankan kegiatan bisnis 

secara berkelanjutan. Kepemilikan izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), 

memberikan kepastian hukum atas keberadaan suatu usaha serta membuka akses terhadap 

pembiayaan formal, program pemberdayaan pemerintah, dan jaringan pasar yang lebih 

luas. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan penyederhanaan perizinan usaha melalui 

sistem Online Single Submission (OSS) yang berfokus pada risiko sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses 

perizinan bagi pelaku UMKM (Gunadi et al, 2025). Meskipun Dalam implementasinya, 

masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum menggunakan sistem 

ini secara maksimal karena kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan pemahaman 

teknis yang diperlukan. 

Selain izin usaha, perlindungan hukum terhadap merek dagang juga merupakan 

aspek penting dalam peningkatan kapasitas bisnis UMKM. Merek tidak hanya berfungsi 

sebagai identitas pembeda produk di pasar, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud yang 

memiliki nilai ekonomi dan strategis. Pendaftaran merek dagang melalui Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan hak eksklusif kepada pemilik usaha serta 

melindungi UMKM dari praktik peniruan dan persaingan usaha tidak sehat (Simatupang 

et al, 2025). Namun, rendahnya kesadaran hukum, persepsi biaya tinggi, serta anggapan 

bahwa proses pendaftaran merek bersifat rumit sering kali menjadi faktor penghambat bagi 

UMKM dalam mengakses perlindungan hukum tersebut. 

Dalam konteks tersebut, pendampingan hukum menjadi instrumen penting untuk 

meningkatkan kapasitas bisnis UMKM. Pendampingan hukum tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai bentuk asistensi teknis yang membantu pelaku 

usaha memahami dan memenuhi kewajiban hukum, khususnya dalam pengurusan izin 

usaha dan pendaftaran merek dagang. Berbagai penelitian ini menunjukan bahwa 

pendampingan hukum yang sistematis mampu meningkatkan dasar pemahaman hukum 

pelaku UMKM, mempercepat proses legalisasi usaha, serta mendorong kepatuhan 

terhadap regulasi yang berlaku (Putri et al, 2024) (Hutajulu et al, 2025). 

Penelitian ini berfokus pada Analisis Hukum dalam Peningkatan Kapasitas Bisnis 

UMKM melalui Tinjauan Akses terhadap Izin Usaha dan Merek, dengan studi kasus pada 

UMKM Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2. Usaha kuliner skala mikro ini dipilih karena 

merepresentasikan kondisi umum UMKM yang masih menghadapi keterbatasan dalam 

aspek legalitas usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris 

mengenai peran pendampingan hukum dalam membantu UMKM memperoleh izin usaha 

dan perlindungan merek, sekaligus menunjukkan bagaimana legalitas usaha berkontribusi 

terhadap peningkatan kapasitas dan keberlanjutan bisnis UMKM. 
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Metodologi 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang 

bertujuan untuk menguraikan secara mendetail proses pendampingan bagi UMKM dalam 

mendapatkan legalitas usaha, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena 

sosial, tingkat pemahaman pelaku UMKM, serta kendala yang dihadapi dalam proses 

legalisasi usaha berdasarkan kondisi nyata di lapangan. (Gabriella et al, 2025) 

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk 

mengetahui aspek-aspek sosial serta manusia dengan menyediakan gambaran yang 

menyeluruh dari deskripsi verbal, sudut pandang dari narasumber dalam konteks ilmiah 

(Austin et al, 2025) 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan fokus pada implementasi 

norma hukum dalam praktik usaha UMKM. Analisis dilakukan terhadap penerapan 

regulasi perizinan usaha dan pendaftaran merek sebagai instrumen hukum yang berperan 

dalam peningkatan kapasitas dan keberlanjutan bisnis UMKM, sebagaimana diterapkan 

pada UMKM Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2. (Gunadi et al, 2025) 

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha mikro Pecel Ayam Bakar Mbok 

Cipto 2 yang bergerak di bidang kuliner. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala dalam pemenuhan 

aspek legalitas usaha, khususnya terkait perizinan dan perlindungan hukum atas merek 

dagang. Adapun objek penelitian meliputi proses memperoleh izin usaha berupa Nomor 

Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta proses 

pendaftaran merek dagang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai 

upaya perlindungan hukum dan peningkatan kapasitas usaha UMKM (Gunadi et al, 2025) 

Pengumpulan informasi dalam studi ini dilaksanakan dengan menggunakan 

berbagai metode yang saling mendukung. Pengamatan secara langsung dilakukan dengan 

pergi ke tempat usaha Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2 untuk melihat keadaan kegiatan 

usaha, tingkat kepatuhan hukum, serta kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan 

legalitas usaha. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai 

praktik usaha yang dijalankan serta posisi legalitas usaha dalam kegiatan operasional 

sehari-hari, sebagaimana diterapkan dalam penelitian pendampingan UMKM pada sektor 

kuliner (Gabriella et al, 2025) 

Selain observasi, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara informal 

dengan pemilik UMKM. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait tingkat 

pemahaman hukum pelaku usaha, kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan 

Nomor Induk Berusaha dan pendaftaran merek dagang, serta persepsi pemilik usaha 

terhadap manfaat legalitas usaha bagi keberlangsungan dan pengembangan bisnis. Teknik 

wawancara informal dipilih agar responden dapat menyampaikan pengalaman dan 

pandangannya secara terbuka dan mendalam, sebagaimana digunakan dalam penelitian 

pendampingan legalitas UMKM ( Austin et al, 2025) 

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah studi dokumentasi, yang dilakukan 

dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan administratif yang dimiliki oleh pelaku 
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usaha, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), data 

usaha, bukti pendaftaran Nomor Induk Berusaha, serta dokumen pengajuan merek dagang 

(HAKI). Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil observasi dan 

wawancara serta memastikan kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan 

dokumen pendukung yang tersedia, sebagaimana diterapkan dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya terkait legalitas dan pendampingan UMKM (Gabriella et al, 2025) 

Hasil dan Pembahasan 

Pendampingan hukum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan 

kemampuan UMKM dalam mengurus legalitas usaha, khususnya dalam memperoleh NIB. 

Sebelum menerima pendampingan, sebagian besar pelaku UMKM mengaku tidak 

memahami prosedur penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), termasuk 

tahapan pendaftaran dan dokumen yang diperlukan. Setelah melalui proses 

pendampingan, UMKM mampu melakukan pendaftaran secara mandiri dan memahami 

manfaat legalitas usaha, seperti kemudahan mengakses bantuan pemerintah serta 

peningkatan kepercayaan konsumen. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa literasi 

hukum merupakan faktor penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan UMKM. 

Konsep pemberdayaan hukum ini berakar pada teori legal empowerment, yang menyatakan 

bahwa pendampingan hukum tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga 

meningkatkan kemampuan subjek hukum untuk bertindak secara mandiri dalam ranah 

hukum sehingga membuka akses kepada layanan perlindungan dan kepastian hukum yang 

lebih luas (Hetharie, Ikhwansyah & Rahmawati, 2025). Selain itu, pendampingan hukum 

juga berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan kemampuan UMKM dalam 

mendaftarkan serta melindungi merek dagang. Banyak pelaku UMKM awalnya 

beranggapan bahwa pendaftaran merek adalah proses yang mahal dan rumit, sehingga 

tidak menjadi prioritas bisnis mereka. Namun, melalui sosialisasi dan pendampingan 

langsung, pelaku UMKM mulai memahami pentingnya perlindungan merek sebagai 

identitas dan aset bisnis. Proses pengajuan merek yang sebelumnya dianggap sulit menjadi 

lebih mudah dipahami karena pendamping memberikan panduan teknis, mulai dari 

pencarian merek (searching), pengisian formulir, hingga pengunggahan dokumen. 

Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum berperan dalam 

mengatasi hambatan pengetahuan dan administratif yang selama ini menjadi kendala bagi 

UMKM. 

Adapun beberapa pendampingan yang harus dilakukan berdasarkan hasil wawancara 

dengan pemilik kedai, hasil observasi, dan melalui observasi pendampingan yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu : 

1. Pembuatan Identitas Visual 

Pembuatan logo harus memiliki ciri khas yang menjadi pembeda antara kompetitor 

lainnya sehingga para konsumen mengenal logo dari kedai tersebut dengan mudah. 
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Gambar 1. Logo 

2. Pembuatan Media Sosial 

Akun Instagram dan Tiktok menjadi sarana pilihan kami sebagai mempromosikan 

produk secara digital. Konten mencakup foto makanan, testimoni. 

 

 

Gambar 2. Akun media sosial (Instagram) 
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Gambar 3. Akun media sosial ( Tiktok) 

3. Desain Ulang Menu 

 Desain menu diperbaharui secara visual dan informatif. Banner juga terdapat 

pembaharuan dari pencantuman logo terbaru dan informasi terkait menu. Desain menu 

yang menarik secara visual dan sederhana dapat memudahkan pesanan para konsumen 

terhadap pelaku UMKM. 

 

Gambar 4. Menu Terbaru 

4. Pembuatan Legalitas 

 Pembuatan legalitas merupakan langkah penting yang harus dilalui oleh setiap 

pelaku bisnis untuk memastikan bahwa kegiatan bisnisnya mematuhi dengan peraturan 

hukum yang ada. Proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga 

meningkatkan reputasi usaha di hadapan konsumen, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. 

Pembuatan Legalitas sebagai berikut : 
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Gambar 5. NIB (Nomor Induk Berusaha) 

 

Gambar 6. SKU (Surat Kegiatan Usaha) 
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Simpulan 

Aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan izin usaha dan perlindungan merek, 

berperan penting dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. 

Pendampingan menunjukkan bahwa “Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2” masih 

menghadapi beberapa tantangan dalam mendapatkan izin, yang disebabkan oleh 

keterbatasan pemahaman hukum, kurangnya pengetahuan tentang prosedur, dan 

minimnya dukungan teknis. Namun, melalui pendampingan hukum yang sesuai, UMKM 

ini dapat memperbaiki pemahaman mereka mengenai proses legalitas, menyadari 

pentingnya melindungi merek sebagai aset bisnis. Oleh karena itu, penguatan dukungan 

hukum dan akses informasi tentang regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk 

mendorong UMKM seperti “Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2” agar bisa tumbuh secara 

berkelanjutan dan bersaing lebih baik di pasar. 
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